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Pemerintah Kaji Insentif

PPh 21 untuk Peker)a

JAKARTA, TRIBUN - Pe-
merintah tengah mengkaji
insentif pajak penghasilan
(PPh) Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) kepada
para pekerja, khususnya
sektor padat karya.

Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Ketenagakerjaan

- Anwar Sanusi mengatakan
bahwa insentif tersebut te-
ngah dibahas bersama pe-
merintah. Hanya saja ia ti-
dak menjelaskan secara de-
tail mengenai pembahasan
tersebut.

“Kalau itu sedang dibahas
ya. Nanti kalau sudah sele-
sai kita akan sampaikan,”
ujar Anwar kepada awak
media di Jakarta, Kamis
(31/10).

Saat ditanya, Anwar juga
belum bisa memastikan
apakah insentif PPh 21 DTP
akan diberikan kepada sek-
tor padat karya ataupun
sektor tertentu saja. Namun
yang pasti, pihaknya akan
melakukan pertimbangan
dari berbagai aspek.

“Sebagai opsi kebijakan,
apapun kita dengarkan. Ting-
gal pilihan kebijakan yang
terbaik. Itu saya rasa harus
kita pertimbangkan dari ber-
bagai aspek,” katanya.

Anwar mengaku, sebenar-
nya masukan untuk pembe-
rian insentif pajak bagi kar-
yawan sudah sering didengar.
Namun, pemerintah perlu
melakukan berbagai pertim-

bangan sebelum menentukan
kebijakan tersebut.

“Kalau saya beberapa kali
sudah mendengar (perminta-
an insentif PPh 21 DTP), tapi
tentunya akan kami pertim-
bangkan,” imbuh Anwar.

Ditemui terpisah, Kepa-
la Badan Kebijakan Fiskal
Kemenkeu Febrio Nathan
Kacaribu enggan menjawab
pertanyaan yang diajukan
oleh media terkait pembe-
rian insentif PPh Pasal 21
PP

“Nanti ya,” jawab. singkat
Febrio.

Sebelumnya, ‘Asosiasi
Pengusaha Indo (Apindo)
mengaku telah bertemu de-
ngan Kementerian Keuang-

an (Kemenkeu) agar insen-

tif pajak penghasilan (PPh)
21 Ditanggung Pemerintah
(DTP) kembali diberikan oleh

- pemerintah.

Sebagai pengingat, peme-
rintah pernah memberikan
insentif PPh 21 DTP pada
awal pandemi Covid-19.

Namun, insentif tersebut
tidak diperpanjang seiring
dengan berlakunya Peratur-
an Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 3 Tahun 2022 ten-
tang Insentif Pajak untuk
Wajib Pajak yang Terdam-
pak Pandemi Covid-19.

Ketua Bidang Perdagang-
an Apindo, Anne Patricia
Sutanto mengatakan bah-
wa pengajuan insentif PPh
21 DTP tersebut sudah di-

ajukan oleh Kemenkeu dua
minggu yang lalu.
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Tidak hanya itu, pihaknya
juga telah menyampaikan
pengajuan insentif tersebut
kepada Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Air-
langga Hartarto pada hari
ini, Kamis (30/10). Ia bilang,
Airlangga telah menerima
masukan tersebut.

“Waktu itu Apindo ber-
temu dengan Kementeri-
an Keuangan ‘(Kemenkeu).
Dua minggu yang lalu kita
bertemu. Tadi kita hanya
menyampaikan saja, pak
Airlangga juga noted,” ujar
Anne kepada awak media di
Jakarta, Rabu (30/10).

Anne beranggapan, in-
sentif tersebut bisa men-
jaga daya beli masyarakat
sehingga karyawan atau
pekerja bisa membeli pro-
duk atau barang untuk me-
menuhi kebutuhan rumah
tangganya.

“Daripada melalui bansos,
kan (insentif) ini lebih efek-
tif. Karena orangnya bekerja,
tapi PPh 21 tidak dipungut
pemerintah. Tapi bisa di-
nikmati pekerjanya sendiri
untuk bisa membeli produk
atau barang lebih banyak
untuk kebutuhan rumah
tangganya,” kata Anne.
(Kontan)
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